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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab 

pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menurut  hukum pidana Indonesia, dan 

mengapa orang  melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian dalam penulisan skripsi 

ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang 

menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang 

berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan 

berlaku.  

 Pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 

378 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi 

bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan 

dalam arti sempit (oplicthting) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan 

dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu 

tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dpaat dituntut 

berdasarkan Pasal 378 KUHP. Adapun ancaman pidananya diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. Mengapa orang melakukan penipuan terdapat dua 

faktor yakni faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya 

bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari 

dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan 

(penyakit jiwa). Faktor berikutnya berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku, yakni 

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri 

pelaku itu sendiri seperti rumah tangga dan lingkungan. Faktor yang mendominasi 

terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan adalah: faktor ekonomi, lingkungan dan 

pendidikan. 
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PENDAHULUAN 

Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa 

yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanya k-banyaknya. Pelanggaran terhadap 

suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya 

dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna 

menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan 

antisipasi yang menyeluruh. Yang menjadi dasar pidana itu, ialah kese jahteraan umum. 

Untuk adanya pidana , maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan 

(schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. 

Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakuka n dengan 

suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah 

merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana 

pada hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. 

Berbagai macam tindak pidana terjadi dalam masyarakat, salah satunya ialah 

kejahatan penipuan. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan 

berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya 

tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan 

penipuan cenderung meningkat dan berkembang dalam masyarakat seiring kemajuan 

ekonomi. Penipuan dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat 

menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan 

masyarakat. 

Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan 

penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan 

ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana 

penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang 

meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam 

kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, 

karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang 

ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-

perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. 

Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam 

bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat 

meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. 

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Unsur unsur 

objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu 

ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan 

piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, 

memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. 



Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. 

Ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu 

disusun, dibuat dan diundnagkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (ius 

constitutum), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa 

keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh 

pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. 

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagais alahs atu sarana untuk “social defence” 

dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau 

memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan 

kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda, yang dipergunakan untuk 

menipu atau digunakan tipu muslihat. KUHP  menegaskan bahwa seseorang yang 

melakukan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penipuan merupakan 

salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Pidana penipuan diatur 

dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 KUHP. Dalam rentang 

pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang 

lebih khusus. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplicthting) 

dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang 

mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau 

penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. 

Adapun ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
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